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Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melakukan kecurangan untuk 

mencapai kesenangan pribadi. Tindak pidana korupsi secara koneksitas melibatkan 

sipil serta anggota militer. Aturan yang mengatur koneksitas berada pada pasal 89 

ayat (1) KUHAP.  

Tujuan penelitian ini yaitu agar mengetahui putusan pengadilan yang diterima oleh 

sipil jika kerugian berada lebih berat pada militer dan untuk mengetahui apabila 

dari hasil putusan sipil mengikuti prosedur Pengadilan Militer bagaimana 

penyelesaian yang dilakukan oleh jaksa serta oditurat militer. 

Hasil penelitian berupa: 

Searah dengan pasal 89 ayat (1) pada KUHAP yang menyatakan bahwa koneksitas 

diselidiki oleh kedua belah pihak, dengan berbagai pertimbangan terhadap semua 

bentuk kerugian. Agar dapat meluputkan kekaburan hukum, diharapkan agar 

dibenahinya pasal 89 ayat (1) dan diberikan penjelasan detail terhadap tiap-tiap 

pengadilan yang seharunya memiliki kewenangan mengadili. Apabila korupsi 

dilakukan dalam wilayah peradilan umum, anggota dibawah naungan militer 

seharusnya mengikuti sesuai prosedur peradilan umum.  

Hak mengeksekusi warga sipil pada putusan yang dilaksanakan dalam pengadilan 

militer dalam kasus perkara koneksitas dimasa kedepan pada harapan penulis yaitu 

perbaikan pada pasal 89 ayat (1) berupa “Tindak pidana yang dilakukan bersama-

sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, 

diperiksa dan diadili oleh peradilan  umum kecuali jika menurut keputusan menteri 

pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus 

diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dengan 

Hak khusus yang diberikan kepada sipil agar dieksekusi oleh jaksa penuntut 

umum”. Agar didalam Undang-Undang perlunya dimuat tugas jaksa dalam 

mengadili sipil, meskipun berada di wilayah Pengadilan militer. Sebab, tidak dapat 

dipungkiri keharusan untuk mempertimbangkan hak asasi yang dimiliki sipil 

sebagai warga yang tidak menjabat sebagai militer. 
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ABSTRAK 

 

Tindak pidana korupsi penyelundupan senjata api oleh beberapa oknum aparat yang 

bekerja sama dengan sipil untuk melakukan sebuah tindak pidana yang melanggar 

hukum dilakukan secara koneksitas. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaturan koneksitas terhadap pelaku yang berasal 

dari warga sipil. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif 

menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap bahan 

primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang saling berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti berupa tindak pidana koneksitas. 

Pada hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa tidak dijelaskan lebih jelas 

apakah warga sipil akan diadili juga di pengadilan militer apabila tindak pidana 

kasus korupsi koneksitas lebih memberatkan pihak militer, sebab kalimat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 89 ayat (1). sementara, warga 

sipil tidak tunduk dibawah naungan peradilan militer. Apabila sipil tetap diadili di 

pengadilan militer, apakah oditurat yang mengeksekusi atau eksekusi dikembalikan 

kepada jaksa penuntut. Dengan terjadinya kekaburan norma, diperlukan perbaikan 

dalam pengaturan pasal 89 ayat (1) KUHAP terhadap pelaku sipil yang tetap diadili 

di peradilan umum mengingat sipil tidak tunduk dalam peradilan militer. jika situasi 

khusus menegaskan sipil harus diadili di peradilan militer, eksekusi putusan harus 

dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. 

Kata Kunci (keyword): sipil, militer, koneksitas. 
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